
9 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Nurqamar et al (2014) melakukan penelitian berjudul Konflik Peran 

Dan Ambiguitas Peran: Implikasinya Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja 

Pejabat Struktural Prodi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

secara langsung dan tidak langsung antara konflik peran, ambiguitas peran, 

stres kerja, dan kinerja pejabat struktural program studi terakreditas di 

Universitas Hasanuddin Makassar. 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa 1) konflik peran dan ambiguitas 

peran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap stres kerja; 2) konflik 

peran, ambiguitas peran, dan stres kerja berpengaruh langsung dan significan 

terhadap kinerja; 3) konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh secara 

tidak langsung dan signifikan terhadap kinerja melalui stres kerja. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu ambiguitas peran, stres kerja dan kinerja. Sementara perbedaannya 

adalah pada adanya variabel lain yaitu konflik peran dan model penelitian 

yang diajukan. 

Akmal et al (2011) melakukan penelitian berjudul Impact of Stress on 

Employees Job Performance in Business Sector of Pakistan. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti hubungan antara stress kerja dengan kinerja pagawai 
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pegawai dalam institusi bisnis di Pakistan. Metode analisis yang digunakan 

adalah chi-square test dan t-test. 

Hasil peneltiian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negative yang 

signifikan antara stress kerja dengan kinerja pagawai pegawai dalam institusi 

bisnis di Pakistan. Lebih jauh diketahui bahwa pegawai pria lebih memiliki 

stress tinggi dibandingkan pekerja perempuan. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu stres kerja dan kinerja. Sementara perbedaannya adalah pada adanya 

variabel lain dalam penelitian ini yaitu ambiguitas peran, sikap kerja, stress 

kerja dan model penelitian yang diajukan. 

June dan Mahmood (2011) melakukan penelitian dengan judul The 

Relationship between Role Ambiguity, Competency and Person-Job Fit With 

the Job Performance of Employees in the Service Sector SMEs in Malaysia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ambiguitas peran, 

kompetensi dan perso-job fit terhadap kinerja pagawai di UKM sektor 

jasa.Dari 300 kuisioner yang disebarkan kemudian dianalisis menggunakan 

regresi berganda. 

Hasil analisisn menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara ambiguitas peran, kompetensi dan person-job fit dengan kinerja 

pagawai. Pada saat yang sama, di antara semua tiga variabel independen, 

ambiguitas peran telah ditemukan menjadi prediktor yang paling penting 

untuk kinerja pagawai dibandingkan dengan kompetensi dan person-job fit. 



11 

 

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu ambiguitas peran dan kinerja. Sementara perbedaannya adalah pada 

adanya variabel lain dalam penelitian yaitu kompetensi, person-job fit dan 

model penelitian yang diajukan. 

Salindeho (2013) melakukan peneltian dengan judul Implementasi Etika 

Pemerintahan dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Study 

Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe). Tujuan penelitian ini 

adalah (1) mengetahui Implementasi Etika Pemerintahan yang berkaitan 

dengan penerapan aturan UU pokok kepegawaian yang berkaitan dengan kode 

etik dan peraturan disiplin dalam meningkatkan kinerja (2) mengetahui 

dampak Etika Pemerintahan terhadap Pelayanan Publik dalam kaitan dengan 

pencapaian kinerja aparatur pemerintah. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Etika Pemerintahan 

dalam proses pelayanan public adalah cukup baik. Baiknya pelaksanaan etika 

dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan kontribusi terhadap kinerja 

aparatur di kecamatan. Hal inidapat tercermin dari peran aparatur pemerintah 

kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sistem pelayanan 

yang diberikan, Prosedur dan metode kerja, Pendapatan Pegawai, 

Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan dan pemberian standar 

biaya pelayanan. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu etika birokrat dan kinerja. Sementara perbedaannya adalah pada adanya 
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variabel lain dalam penelitian ini yaitu ambiguitas peran, sikap kerja, stress 

kerja dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif. 

Tahir et al (2014), melakukan penelitian dengan judul Etika Birokrat 

Pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (SINTAP) di Kota Parepare 

(Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis manifestasi etika birokrat pada Kantor Pelayanan 

Perizinan Satu Atap (Sintap) di Kota Parepare dilihat dari dimensi kebenaran, 

kebaikan, keindahan, kebebasan, persamaan, dan keadilan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manifestasietika birokrat pada 

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (Sintap) Kota Parepare dalam 

memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada mayarakat 

dalam bentuk sikap pelayanan dilihat dari dimensi kebenaran, kebaikan, 

keindahan, kebebasan, persamaan, dan keadilan pada dasarnya sudah 

menunjukkan perilaku etis.  

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu etika birokrat. Sementara perbedaannya adalah pada adanya variabel lain 

dalam penelitian ini yaitu ambiguitas peran, sikap kerja, stress kerja, kinerja 

dan model penelitian yang diajukan. 

Shahab (2014), melakukan penelitian dengan judul The Influence of 

Leadership and Work Attitudes toward JobSatisfaction and Performance of 

Employee.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
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kepemimpinan dan sikap kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai 

Rumah Sakit Konawe di Sulawesi Tenggara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang positif dan siginifikan terhadap kepuasan kerja, sikap kerja memilki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja 

memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja, kepemimpinan 

tidak memilki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kinerja, 

sikap kerja memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan 

yaitu sikap kerja dan kinerja. Sementara perbedaannya adalah pada adanya 

variabel lain dalam penelitian ini yaitu ambiguitas peran, etika birokrat, stress 

kerja dan model penelitian yang diajukan. 

 

2.2. Landasan Teori 

1. Pengertian Ambiguitas Peran  

Beberapa ahli mendefinisikan ambiguitas peran dengan kalimat 

yang berbeda-beda namun kebanyakan memiliki persamaan arti pokoknya. 

Para ahli tersebut mendefinisikan ambiguitas peran sebagai keadaan 

kurangnya informasi yang jelas mengenai tanggung jawab dan harapan dari 

suatu jabatan, yang dibutuhkan bagi pemegang peran (role incumbent) 

untuk dapat berkinerja dengan memadai sesuai peran yang dipegangnya 

(Kahn, dkk., 2004), Klenke-Hamel & Mathieu (2000). Kahn dkk., 
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berargumen bahwa stresor peran ditimbulkan dari lingkungan sosial yang 

diciptakan oleh organisasi. Mereka memandang bahwa organisasi adalah 

suatu jaringan peran yang saling berkait dengan pemberi peran yang 

muncul dari berbagai tempat dalam organisasi. Top management, 

supervisor menengah dan teman sekerja serta anggota tim akan mungkin 

berfungsi sebagai pemberi peran (role sender) untuk seorang pemegang 

peran, (Kahn, dkk. 2004).  

Peterson dkk.(2005), memperluas definisi ambiguitas peran dengan 

memasukkan ketidak pastian akan tindakan yang harus diambil untuk 

memenuhi tuntutan peran tersebut. Ritzer (2006) mengatakan bahwa 

masyarakat saat ini terus berkembang dan bergerak ke arah makin 

kompleksnya peran serta terjadi proses pelembagaan peran. Katz dan Kahn 

(1978) mengatakan bahwa pergeseran pada pemberi peran, yang muncul 

pada saat organisasi mengubah strategi ataupun struktur, misalnya, berubah 

ke arah orientasi tim, dan fungsi tim menggantikan peran supervisor, sama 

artinya dengan perubahan dalam identitas peran yang bisa diperkirakan 

dapat menimbulkan ambiguitas peran. Menghadapi perubahan peran, 

tanggung jawab tugas yang beraneka-ragam dan baru, serta kemajuan 

teknologi, seorang pekerja atau pemegang peran mendapati dirinya berada 

dalam situasi yang ambigu.(Huber, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas maka ambiguitas peran adalah  

ketidakpastian akan tindakan yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan 
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peran tersebut. Hal ini disebabkan oleh deskripsi jabatan yang tidak detail, 

tugas yang tidak jelas serta perintah-perintah yang bercampur-baur dari 

para atasannya, semuannya dapat menimbulkan dampak munculnya 

persepsi ambiguitas peran. 

 

2. Dimensi dalam Ambiguitas Peran  

Khan, dkk.(2004); Rizzo, House dan Ritzman (1970); menyetujui 

adanya empat dimensi ambiguitas peran yang mungkin dialami oleh 

pemegang peran dan berdasar pada persepsi dari pemegang peran. Keempat 

dimensi tersebut adalah : 

a. Ambiguitas harapan, yakni apa yang diharapkan, apa yang harus 

dilakukan. 

b. Ambiguitas proses, yakni bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang 

diberikan, bagaimana caranya mencapai tujuan organisasi. 

c. Ambiguitas prioritas, kapan sesuatu tugas harus dilaksanakan dan 

dengan cara apa. 

d. Ambiguitas perilaku, bagaimana saya mengharapkan untuk bertindak 

dalam berbagai situasi? Perilaku apa yang bisa membawa saya 

menghasilkan hasil yang dibutuhkan? 

Berdasar dari beberapa penelitian tentang ambiguitas peran sebelumnya, 

Singh, dkk (1996) menyebutkan ada empat aspek yang menyebabkan terjadinya 
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ambiguitas peran.Keempat aspek ini mungkin sering dialami oleh pekerja. 

Keempat aspek itu adalah : 

 

a. Ambiguitas harapan. 

Seorang pekerja yang tidak tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan. 

b. Ambiguitas prioritas. 

Karena seorang pekerja tidak menguasai bidang yang diberikan padanya, 

maka kapan pekerjaan itu harus selesai dia tidak tahu. 

c. Ambiguitas proses. 

Seorang pekerja yang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan 

pekerjaannya. 

d. Ambiguitas perilaku. 

Perilaku macam apa yang harus ditunjukkan untuk menyelesaikan 

pekerjaannnya. 

Babin & Boles (1998, h.89), menyebutkan indikator-indikatordari 

ambiguitas peran dan mendefinisikannya sebagai berikut : 

a. Otoritas (wewenang). 

Seorang pekerja tidak mengetahui dengan jelas wewenang apa saja yang 

diemban olehnya dalam menjalankan pekerjaan. 

b. Tujuan atau sasaran. 

Seorang pekerja tidak mengetahui tujuan atau sasaran pekerjaan yang 

direncanakan dengan baik dan jelas. 
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c.  Harapan. 

Seorang pekerja tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh pihak atau 

orang lain dari pekerjaannya. 

d.  Tanggung jawab. 

Seorang pekerja tidak mengetahui tanggung jawab yang diemban 

berkaitan dengan pekerjaannya. 

e. Gambaran pekerjaan. 

Seorang pekerja tidak mengetahui dengan baik hal-hal yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa aspek-aspek dari 

ambiguitas peran adalah; otoritas (wewenang), tujuan dan sasaran, harapan, 

tanggung jawab, dan gambaran pekerjaan. Aspek-aspek tersebut dipilih 

karena sangat tepat untuk mewakili terjadinya ambiguitas peran. 

 

3. Pengertian Stres Kerja  

Menurut Stephen P. Robbins (2011) stress merupakan suatu kondidi 

dinamik yang didalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu 

peluang, kendala (constrains), atau tuntutan (demands) yang dikaitkan 

dengan apa yang diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai 

tidak pasti dan penting. Sedangkan menurut Anoraga (1992) stress 

diartikan sebagai suatu bentuk tanggapan seseorang baik secara fisik 
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maupun mental terhadap perubahan di lingkungannya yang dirasakan 

mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam.  

Sementara lebih spesifik stress kerja oleh Ilmi dan Bahrul (2003) 

didefinisikan sebagai perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi pekerjaan, yang disebabkan oleh stresor yang datang dari 

lingkungan kerja seperti faktor lingkungan, organisasi dan individu. Tinggi 

rendahnya tingkat stres kerja tergantung dari manajemen stres yang 

dilakukan oleh individu dalam menghadapi stresor pekerjaan tersebut. 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa stress kerja 

merupakan beban yang ditanggung karyawan terhadap peluang, kendala, 

atau tuntutan yang datang dari lingkungan kerja seperti faktor lingkungan, 

organisasi dan individu yang menyebabkan konfrontasi terhadap keinginan 

serta persepsi sehingga menyebabkan karyawan mengalami perasaan 

tertekan atau terancam.  

Stres sendiri tidak selalu buruk, meskipun biasanya dibahas dalam 

konteks negatif, stres juga memiliki nilai positif.Stres merupakan sebuah 

peluang ketika hal ini menawarkan potensi hasil.Sebagian stres bisa positif, 

dan sebagian lagi bisa negatif.Peristiwa yang memunculkan stress dapat 

saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: 

kematian keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan 
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(stressfull event) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh 

individu. (Fausiah dan Widury, 2007). 

Dewasa ini, para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan, atau 

stres yang menyertai tantangan dilingkungan kerja (seperti memiliki 

banyak proyek, tugas dan tanggung jawab), beroperasi sangat berbeda dari 

stres hambatan, atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan 

(birokrasi, politik kantor, kebingungan terkait tanggung jawab bekerja) 

Robbins (2011). 

Jenis-jenis Stres menurut Quick dan Quick (dalam Rivai dan 

Mulyadi, 2003) mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu: 

a. Eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat 

sehat,positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut 

termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang 

diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, 

dan tingkat performance yang tinggi. 

b. Distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidaksehat, 

negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut 

termasukkonsekuensi individu dan juga organisasi seperti 

penyakitkardiovaskular dantingkat ketidakhadiran (absenteeism) yang 

tinggi, yang diasosiasikan dengankeadaan sakit, penurunan, dan 

kematian 
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4. Pengukuran Stres Kerja 

Untuk untuk memahami indikator pengukuran stres kerja, maka 

harus melihat stres kerja sebagai interaksi dari beberapa faktor, yaitu stress 

di pekerjaan sebagai faktor eksternal dan faktor internal seperti karakter 

dan persepsi dari pegawai. Dengan kata lain, stres kerja tidak semata-mata 

disebabkan masalah internal sebab reaksi terhadap stimulus akan sangat 

tergantung pada reaksi subyektif individu masing-masing. Beberapa 

indikator untuk mengukur stres kerja menurut Cooper (dalam Margiati, 

2005) adalah kondisi pekerjaan, masalah peran, hubungan interpersonal, 

kesempatan pengembangan karir, dan struktur organisasi. 

a. Kondisi pekerjaan. 

1) Lingkungan kerja. 

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab pegawai 

mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi dan menurunnya 

produktivitas kerja. Jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara 

kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang 

bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja pegawai. 

2) Overload.  

Sebenarnya overload ini dapat dibedakan secara kuantitatif dan 

kualitatif. Dikatakan overload secara kuantitatif jika banyaknya 

pekerjaan yang ditargetkan melebihi kapasitas pegawai tersebut, 

akibatnya pegawai tersebut mudah lelah dan berada dalam "tegangan 
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tinggi". Overload secara kualitatif bila pekerjaan tersebut sangat 

kompleks dan sulit, sehingga menyita kemampuan teknis dan kognitif 

pegawai. 

3) Deprivational stress.  

Deprivational stress adalah kondisi pekerjaan yang tidak lagi 

menantang, atau tidak lagi menarik bagi pegawai. Biasanya keluhan 

yang muncul adalah kebosanan, ketidakpuasan, atau pekerjaan tersebut 

kurang mengandung unsur sosial (kurangnya komunikasi sosial) 

4) Pekerjaan berisiko tinggi. 

Ada jenis pekerjaan yang beresiko tinggi, atau berbahaya bagi 

keselamatan, seperti pekerjaan di pertambangan minyak lepas pantai, 

tentara, pemadam kebakaran, pekerja tambang, bahkan pekerja cleaning 

service yang biasa menggunakan gondola untuk membersihkan gedung-

gedung bertingkat. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat berpotensi 

menimbulkan stress kerja karena mereka setiap saat dihadapkan pada 

kemungkinan terjadinya kecelakaan. 

b. Masalah peran. 

Ada sebuah penelitian menarik tentang stres kerja yang 

menemukan bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di perusahaan 

yang sangat besar, atau yang kurang memiliki struktur yang jelas, 

mengalami stress karena konflik peran. Mereka stress karena ketidak 

jelasan peran dalam bekerja dan tidak tahu apa yang diharapkan oleh 
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manajemen. Kenyataan seperti ini mungkin banyak dialami pekerja di 

Indonesia, dimana perusahaan atau organisasi tidak mempunyai garis-

garis haluan yang jelas, aturan main, visi dan misi yang seringkali tidak 

dikomunikasikan pada seluruh pegawainya. Akibatnya, sering muncul 

rasa ketidakpuasan kerja, ketegangan, menurunnya prestasi hingga 

akhirnya timbul keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. 

Para wanita yang bekerja dikabarkan sebagai pihak yang 

mengalami stres lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Masalahnya, 

wanita bekerja ini menghadapi konflik peran sebagai wanita karir 

sekaligus ibu rumah tangga. Terutama dalam alam kebudayaan 

Indonesia, wanita sangat dituntut perannya sebagai ibu rumah tangga 

yang baik dan benar sehingga banyak wanita karir yang merasa bersalah 

ketika harus bekerja. Perasaan bersalah ditambah dengan tuntutan dari 

dua sisi, yaitu pekerjaan dan ekonomi rumah tangga, sangat berpotensi 

menyebabkan wanita bekerja mengalami stres. 

c. Hubungan interpersonal. 

Hubungan interpersonal adalah kebutuhan akan kerjasama secara 

timbal balik antara pegawai dengan atasan atau dengan teman sekerja. 

Makin baik hubungan interpersonal seseorang maka makin terbuka 

orang untuk mengungkapkan dirinya dan makin cermat mempersepsikan 

tentang orang lain dan diri sendiri, sehingga makin efektif komunikasi 

yang berlangsung antara komunikan. 
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Titik sentral hubungan interpersonal adalah manusia yang tidak 

lepas dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain. Hubungan 

interpersonal mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memelihara 

harmoni, saling mempengaruhi, mengubah sikap perilaku, dan 

sebagainya. Hubungan interpersonal dapat memperlancar komunikasi 

dengan mengembangkan segi-segi positif dari tabiat manusia. Hubungan 

interpersonal yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejala adanya 

kepercayaan yang rendah dan minat yang rendah dalam melakukan 

kerjasama dengan sesama pegawai. 

d. Kesempatan pengembangan karir. 

Setiap orang pasti mempunyai harapan-harapan ketika mulai 

bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Bayangan akan kesuksesan 

karir, menjadi fokus perhatian dan penantian dari hari ke hari. Namun 

pada kenyataannya, impian dan cita-cita mereka untuk mencapai prestasi 

dan karir yang baik seringkali tidak terlaksana. Alasannya bisa 

bermacam- macam seperti ketidakjelasan sistem pengembangan karir 

dan penilaian prestasi kerja, budaya nepotisme dalam manajemen 

perusahaan, atau karena tidak ada kesempatan lagi untuk naik jabatan. 

e. Struktur organisasi. 

Gambaran perusahaan Asia dewasa ini masih diwarnai oleh 

kurangnya struktur organisasi yang jelas. Salah satu penyebabnya adalah 

karena perusahaan di Asia termasuk Indonesia, masih banyak yang 
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berbentuk family business. Kebanyakan bisnis-bisnis lain di Indonesia 

yang masih sangat konvensional dan penuh dengan budaya nepotisme, 

minim akan kejelasan struktur yang menjelaskan jabatan, peran, 

wewenang dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, aturan main yang 

terlalu kaku atau malah tidak jelas, iklim politik perusahaan yang tidak 

sehat serta minimnya keterlibatan atasan membuat pegawai jadi stress 

karena segala sesuatu menjadi tidak jelas. 

 

5. Pengertian Etika Birokrat  

Etika menurut Darwin (1999) adalah prinsip-prinsip moral yang 

disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun 

perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain 

masyarakat.Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika 

Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang 

menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. 

Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua 

fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi 

administrasi negara (birokrasi  publik) dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar 

penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai  

baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika 

birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi 



25 

 

 

birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara 

lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, 

impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan 

responsiveness. 

Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi 

aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. 

Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas 

kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.Etika harus diarahkan 

pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan 

kepentingan masyarakat luas (Dwiyanto, 2002). Oleh karena itu, etika 

pelayanan publik harus menunjukkan cara dalam melayani publik 

dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai 

hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku 

manusia yang dianggap baik (Kumorotomo, 2006). 

Di Indonesia, etika birokrasi merupakan bagian dari aturan main 

dalam organisasi birokrasi atau pegawai negeri yang secara struktural 

telah diatur aturan mainnya, dan dikenal sebagai “Kode Etik Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)”. Adapun dasar hukum ditetapkannya etika PNS 

adalah (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

43 Tahun 1999, (2) Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN, (3) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 

Berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik diatas maka yang 

dimaksudkan dengan etika birokrat adalah suatu praktek administrasi 

publik dan atau pemberian  pelayanan publik (delivery system) yang 

didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (rules of conduct) atau 

kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau 

sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan. 

 

6. Dimensi Dalam Etika Birokrat  

Dimensi landasan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam 

bertindak,yaitu: (1) kebenaran (truth), yang mempertanyakan esensi dari 

nilai-nilai moral beserta pembenarannya dalam kehidupan sosial, (2) 

kebaikan (goodness), yaitu sifat atau karakteristik dari sesuatu yang 

menimbulkan pujian, (3) keindahan (beauty), yang menyangkut prinsip-

prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan 

rasa senang terhadap keindahan, (4) kebebasan (liberty), yaitu 

keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-

pilihan yang tersedia bagi seseorang, (5) persamaan (equality), yaitu 

adanya persamaan antar manusia yang satu dengan yang lain, dan (6) 
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keadilan (justice), yaitu kemauan yang tetap dan kekal untuk 

memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. (Adler, 2004). 

Dimensi inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang 

membagi etika birokrasi berdasarkan kebenaran (1) (truth), (2) kebaikan 

(goodness) (3) keindahan (beauty), (4) kebebasan (liberty), (5) 

persamaan (equality), (6) keadilan (justice). 

7. Pengertian Sikap Kerja 

Menurut Robbins dan Judge (2011) sikap adalah“evaluative 

statements either favourable or unfavourable about objects, people, or 

events”. Pernyataan evaluative baik berupa favourable maupun 

unfavourable mengenai obyek, orang atau peristiwa. Sementara Kreitner 

dan Kinicki (2005) mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan merespon 

sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan 

memperhatikan objek tertentu.Setyobroto (2004) merangkum batasan sikap 

dari berbagai ahli psikologi sosial diantaranya pendapat G.W. Alport, 

Guilford, Adiseshiah dan John Farry, serta Kerlinger yaitu : 

a. Sikap bukan pembawaan sejak lahir 

b. Dapat berubah melalui pengalaman 

c. Merupakan organisasi keyakinan-keyakinan 

d. Merupakan kesiapan untuk bereaksi 

e. Relatif bersifat tetap 

f. Hanya cocok untuk situasi tertentu 
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g. Selalu berhubungan dengan subjek dan objek tertentu 

h. Merupakan penilaian dari penafsiran terhadap sesuatu 

i. Bervariasi dalam kualitas dan intensitas 

j. Meliputi sejumlah kecil atau banyak item 

k. Mengandung komponen kognitif, afektif dan komatif 

Gibson (2007), menjelaskan sikap sebagai perasaan positif atau 

negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan diatur 

melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon 

seseorang terhadap orang, obyek ataupun keadaan. Sikap lebih merupakan 

determinan perilaku sebab, sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian 

dan motivasi. Sementara kerja menurut Hasibuan (2001) adalah 

pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang 

atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu” 

Menurut pengertian Maulana (2003), sikap kerja karyawan adalah 

cara kerja karyawan didalam mengkomunikasikan suasana karyawan 

kepada pimpinan ataupun perusahaan. Karyawan merasakan adanya 

kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Kesimpulannya, sikap kerja adalahrespon atau pernyataan baik 

yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam melakukan 

pekerjaan atau pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan 

barang-barang atau jasa-jasa, yang dapat diukur dengan keyakinan bahwa 
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kinerja baik berasal dari bekerja keras, perasaan, dan perilaku untuk 

mencapai tujuan. 

 

 

 

8. Pengukuran Sikap Kerja 

. Sikap kerja adalah kemampuan individu untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Adapun aspek-aspek 

psikologi yang termasuk didalamnya adalah (Mangkunegara, 2008): 

a. Sistematika kerja, merupakan kemampuan individu untuk melakukan 

kegiatan atau menyelesaikan pekerjaannya secara sistematis.  

b. Daya tahan kerja, adalah kemampuan individu untuk tetap 

mempertahankan produktivitasnya tanpa kehilangan motivasi untuk 

melakukan kegiatan kerja tersebut. 

c. Ketelitian kerja, adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu 

dengan cara cepat, cermat serta teliti. 

d. Kecepatan kerja, yaitu kemampuan individu untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan dengan batas waktu tertentu. 

e. Keajegan kerja, adalah konsistensi dari pola atau irama dalam bekerja 

Menurut Robbins dan Judge (2011), sikap kerja terdiri tiga 

komponen yaitu; 
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a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 

yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap 

obyek sikap. 

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek 

sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 

senang adalah hal negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau 

berperilaku terhadap obyek sikap. 

Berdasarkan uraian di atas maka pengukuran sikap kerja didasarkan 

pada pendapat Robbins dan Judge (2011), yaitu; (1) komponen kognitif, (2) 

komponen afektif, (3) komponen perilaku. 

 

9. Pengertian Kinerja pagawai 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang).Pengertian kinerja (prestasi kerja) menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2008) adalahhasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 



31 

 

 

Sulistiyani dan Rosidah (2003) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu 

atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan 

kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) 

dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Rivai (2003) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja juga 

diartikan lain oleh Handoko (2010) bahwa kinerja adalah proses melalui 

mana oraganisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan. 

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja seseorang yang dicapai sesuai dengan beban dan 

tanggung jawabnya. 

 

10. Dimensi Dalam Kinerja pagawai 

Kinerja pagawai menurut Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2001) 

meliputi beberapa aspek, yaitu kualitas kerja (quality of work), kecepatan 

dan ketepatan (promptness), inisiatif (initiative), kecakapan (capability) 

serta komunikasi (communication). 

Metode penilaian prestasi kinerja pada umumnya dikelompokkan 

menjadi 3 macam, yakni  (Robbins, 2003) 
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1) Penilaian performance berdasarkan hasil (Result-based performance 

evaluation). Tipe kriteria performansi ini merumuskan performansi 

pekerjaan berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, atau mengukur hasil-

hasil akhir (end results). Sasaran performansi bisa ditetapkan oleh 

manajemen atau oleh kelompok kerja, tetapi jika menginginkan agar para 

pekerja meningkatkan produktivitas mereka, maka penetapan sasaran secara 

partisipatif, dengan melibatkan para pekerja, akan jauh berdampak positif 

terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Praktek penetapan tujuan 

secara partisipatif, yang biasanya dikenal dengan istilah Management By 

Objective (MBO), dianggap sebagai sarana motivasi yang sangat strategis 

karena para pekerja langsung terlibat dalam keputusan-keputusan perihal 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pekerja akan cenderung 

menerima tujuan-tujuan itu sebagai tujuan mereka sendiri, dan merasa lebih 

bertanggung jawab untuk dan selama pelaksanaan pencapaian tujuan-tujuan 

itu. 

2) Penilaian performansi berdasarkan perilaku (Behavior Based Performance 

Evaluation). Tipe kriteria performansi ini mengukur sarana (means) 

pencapaian sasaran (goals) dan bukannya hasil akhir (end result). Dalam 

praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya 

ukuran-ukuran performansi yang berdasarkan pada obyektivitas, karena 

melibatkan aspek-aspek kualitatif. Jenis kriteria ini biasanya dikenal dengan 

BARS (behaviorally anchored rating scales) dibuat dari critical incidents 
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yang terkait dengan berbagai dimensi performansi. BARS menganggap 

bahwa para pekerja bisa memberikan uraian yang tepat mengenai perilaku 

atau perfomansi yang efektif dan yang tidak efektif. Standar-standar 

dimunculkan dari diskusi-diskusi kelompok mengenai kejadian-kejadian 

kritis di tempat kerja. Sesudah serangkaian sesi diskusi, skala dibangun bagi 

setiap dimensi pekerjaan Jika tercapai tingkat persetujuan yang tinggi 

diantara para penilai maka BARS diharapkan mampu mengukur secara tepat 

mengenai apa yang akan diukur. BARS merupakan instrumen yang paling 

bagus untuk pelatihan dan produksi dari berbagai departemen. Sifatnya 

kolaboratif memakan waktu yang banyak dan khusus pada jenis pekerjaan 

tertentu (job specific), sehingga tidak dapat dipindahkan dari satu organisasi 

ke organisasi lain. 

3) Penilaian performansi berdasarkan judgement (Judgement-Based 

Performance Evaluation) Tipe kriteria performansi yang menilai dan/atau 

mengevaluasi perfomansi kerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang 

spesifik, quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, 

initiative, dependability, personal qualities dan yang sejenis lainnya. 

Dimensi-dimensi yang biasanya menjadi perhatian dari penilaian jenis ini 

adalah. 

a) Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan; 
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b) Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya; 

c) Job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

ketrampilannya; 

d) Cooperation, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesame 

anggota organisasi). 

e) Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya; 

f) Personal qualities, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramahtamahan dan integritas pribadi. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi pengukuran 

kinerja pagawai menurut Robbins and Judge (2003). Penilaian kinerja 

berdasarkan judgement (Judgement-Based Performance Evaluation)  

berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, quantity of work, quality of 

work, job knowledge, cooperation, initiative, dependability, dan personal 

qualities.  

2.3. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh ambiguitas peran terhadap kinerja pagawai di Sekretariat 

Daerah Kota Sorong 

Peterson dkk.(2005), memperluas definisi ambiguitas peran dengan 

memasukkan ketidak pastian akan tindakan yang harus diambil untuk 

memenuhi tuntutan peran tersebut. Ritzer (2006) mengatakan bahwa 
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masyarakat saat ini terus berkembang dan bergerak ke arah makin 

kompleksnya peran serta terjadi proses pelembagaan peran. 

Pengaruh ambiguitas peran terhadap kinerja pagawai sudah pernah 

diteliti sebelumnya.Penelitian Nurqamar et al (2014) menunjukkan bahwa 

ambiguitas peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pagawai. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai  berikut: 

H.1. Terdapat pengaruh langsung ambiguitas peran terhadap kinerja pagawai di 

Sekretariat Daerah Kota Sorong 

2. Pengaruh etika birokrat terhadap kinerja pagawai di Sekretariat 

Daerah Kota Sorong 

Etika menurut Darwin (1999) adalah prinsip-prinsip moral yang 

disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun 

perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain 

masyarakat.Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi 

(Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi 

acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. 

Pengaruh etika birokrat terhadap kinerja pagawaisudah pernah 

diteliti sebelumnya.Penelitian Moti (2013) menunjukkan bahwa 

transformasi etika birokrasi sangat diperlukan dalam rangka memberikan 

kinerja pagawai pelayanan publik yang baik. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai  berikut: 
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H.2. Terdapat pengaruh langsung etika birokrat terhadap kinerja pagawai di 

Sekretariat Daerah Kota Sorong 

3. Stress kerja sebagai variabel intervening pengaruh ambiguitas peran 

terhadap kinerja pagawai di Sekretariat Daerah Kota Sorong 

Menurut Pandji Anoraga (1992) stress diartikan sebagai suatu 

bentuk tanggapan seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap 

perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan 

mengakibatkan dirinya terancam.  

. Penelitian Yongkang et al (2014) menunjukkan bahwa ambiguitas 

peran memiliki pegaruh positif dan signifikan dengan stress kerja. 

Sementara penelitian Akmal et al (2011) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara stress kerja dengan kinerja pagawai 

pegawai. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai  berikut: 

H.3. Stress kerja merupakan variabel intervening pengaruh ambiguitas peran 

terhadap kinerja pagawai di Sekretariat Daerah Kota Sorong 

4. Sikap kerja sebagai variabel intervening pengaruh etika birokrat 

terhadap kinerja pagawai di Sekretariat Daerah Kota Sorong 

Menurut pengertian Maulana (2003), sikap kerja karyawan adalah 

cara kerja karyawan didalam mengkomunikasikan suasana karyawan 

kepada pimpinan ataupun perusahaan. Karyawan merasakan adanya 

kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. 
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Penelitian Tahir et al (2014), menunjukkan bahwa etika birokrat 

dalam instansi diwujudkan dalam sikap kerja. Pengaruh sikap kerja 

terhadap kinerja pagawai sudah pernah diteliti sebelumnya. Penelitian 

Shahab (2014), menunjukkan bahwa sikap kerjaber pengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja pagawai. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dikemukakan hipotesis sebagai  berikut: 

H.4. Sikap kerja merupakan variabel intervening pengaruh etika birokrat terhadap 

kinerja pagawai di Sekretariat Daerah Kota Sorong 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Pengaruh langsung 

  : Pengaruh tidak langsung 

Ambiguitas 

Peran(X1) 

Etika Birokrat 

(X2) 

 

Kinerja 

(Y) 

H4 

Sikap 

Kerja(Z2) 

Stres Kerja 

(Z1) 

H1 

H2 

H3 

H4 


